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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, 

maka penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah sebagai 

berikut: 

Pada dasarnya, dengan diubahnya Undang-Undang Perlindungan 

Anak yang lama menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah 

cukup efektif dalam memberikan dasar hukum yang penting dalam upaya 

perlindungan anak dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik di 

lingkungan sekolah dasar akan tetapi pada pelaksanaannya harus ada 

penyesuaian lagi. Pelaksanaan undang-undang tersebut di lapangan masih 

menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan 

rehabilitasi pelaku yang masih dilakukan secara seragam tanpa 

mempertimbangkan jenis pelanggaran yang dilakukan sehingga efek jera 

yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. 

Sebagai pelengkap terhadap perlindungan hukum anak, hadirnya 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

seksual memberikan penguatan yang lebih spesifik terhadap pendekatan 

yang berpusat pada korban (victim-centered approach). Undang-Undang 
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Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara eksplisit mengatur pemberatan 

hukuman apabila pelaku adalah pendidik yang memiliki relasi kuasa 

terhadap anak, sebagaimana tercantuk dalam Pasal 15. Undang-Undang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menekankan pentingnyapenyediaan 

layanan pemulihan korban secara holistik yang meliputi bantuan hukum, 

rehabilitasi psikologis, dan sosial, serta pendampingan selama proses 

peradilan. Implementasi Undang-Undang Tindak kekerasan Seksual dalam 

praktiknya masih menghadapi menghadapi hambatan, terutama terkait 

dengan kesiapan lembaga pendukung, anggaran, serta koordinasi antar 

instansi. 

Meskipun kedua undang-undang tersebut telah membentuk 

kerangka hukum yang cukup progresif dalam perlindungan anak, namun 

gap antara norma dan implementasi masih menjadi permasalahan utama. 

Perlindungan anak tidak hanya bergantung pada pendekatan represif 

semata, tetapi perlu disertai pendekatan preventif dan pemulihan jangka 

panjang yang melibatkan semua unsur-unsur baik negara, sekolah, keluarga, 

dan masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran berupa: 
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1. Agar pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat melakukan 

evaluasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya dalam hal 

implementasi perlindungan terhadap di lingkungan pendidikan. Perlu 

adanya penguatan kebijakan turunan serta mekanisme pelaksanaan yang 

konkret dan dapat diukur, agar efek jera terhadap pelaku kekerasan 

seksual benar-benar terjadi. 

2. Agar aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual 

yang dilakukan oleh pendidik terhadap anak harus dilakukan secara 

profesional dan berperspektif korban. Pendekatan yang digunakan tidak 

hanya menitikberatkan pada pemidanaan, namun juga pada pemulihan 

psikologis dan sosial anak sebagai korban. Rehabilitasi terhadap pelaku 

juga harus dilakukan secara terpisah dan spesifik berdasarkan beratnya 

tindak pidana yang dilakukan. 

3. Agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu 

memperkuat pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 

tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan 

Pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan terbentukknya 

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan 

pendidikan serta memberikan pelatihan kepada pendidik terkait etika 

profesi, perlindungan anak, dan penanganan kasus kekerasan seksual. 
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4. Agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga 

Pendukung Korban perli meningkatkan sinergi dengan pihak sekolah 

dan pemerintahan daerah untuk membangun sistem pelaporan yang 

aman dan ramah anak, serta memperkuat layanan rehabilitasi korban 

secara menyeluruh. Hal ini juga mencakup penyediaan anggaran yang 

memadai untuk mendukung layanan tersebut. 

5. Agar masyarakat dan orang tua untuk meningkatan literasi hukum dan 

kesadaran terhadap perlindungan anak melalui edukasi dan keterlibatan 

aktif dalam memantau aktivitas anak di lingkungan pendidikan maupun 

di rumah. Pencegahan harus dimulai dari unti terkecil, yaitu keluarga.  
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